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ABSTRAK 

Fenomena prostitusi yang terjadi di Kota Bandar Lampung 

khususnya yang berada di Kelurahan Way Lunik Kecamatan Panjang 

banyak berkembang dikalangan para pelajar, mahasiswa, bahkan 

sampai dengan ibu rumah tangga sekalipun dapat melakukan 

perbuatan tersebut. Tidak sedikit mereka beralasan karena mereka 

kekurangan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-

hari, karena terpaksa, karena mempunyai pendidikan yang rendah, 

ataupun dengan alasan karena ingin mencobanya. Walaupun mereka 

tahu akibat dari perbuatan yang mereka lakukan tetapi itu tidak 

membuat mereka jera, ataupun berfikir lebih jauh akibat yang akan di 

timbulkan dari masalah prostitusi tersebut. Seolah tak mengindahkan 

larangan Pemerintah Kota Bandar Lampung yang di rumuskan 

kedalam Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2018 tentang 

Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum Dalam Pasal 60 

tentang Larangan Pekerja Seks Komersial menjadi polemic tersendiri 

di Kota Bandar Lampung. Maka masalah yang dapat dirumuskan 

adalah : 1. Bagaimanakah pelaksanaan Perda Nomor 01 Tahun 2018 

tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum Dalam Pasal 

60 tentang Larangan Pekerja Seks Komersial di Kota Bandar 

Lampung 2. Bagaimanakah tinjauan Hukum Islam tentang larangan 

pekerja seks komersial di Kota Bandar Lampung. Tujuan penelitian 

ini adalah untuk mengetahui penerapan Perda Nomor 01 Tahun 2018 

Pasal 60 tentang Larangan Pekerja Seks Komersial dan Untuk 

mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap larangan pekerja seks 

komersial. Kegunaan penelitian ini adalah untuk memberikan 

kontribusi pada akademis khususnya hukum yang berkaitan dengan 

hukum tata Negara dalam Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian 

lapangan (field research) yang mempunyai sifat yuridis normatif dan 

deskriftif analitis dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara 

mengobservasi langsung ke lapangan dan mewawancarai narasumber 

sesuai dengan kebutuhan penelitian serta menggunakan metode 

analisis data yang bersifat kualitatif dengan pendekatan berfikir secara 

induktif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa: 1. 

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2018 Pasal 60 

tentang Larangan Pekerja Seks Komersial belum optimal dijalankan 



iv 
 

karena pemerintah daerah tidak dengan rutin merazia tempat-tempat 

prostitusi yang masih ada di Gg. Pemandangan Keluarahan Way 

Lunik 2. Dalam tinjauan Hukum Islam peraturan yang dibuat oleh 

pemerintah Kota Bandar Lampung adalah untuk menyelamatkan 

masyarakatnya dari tindakan yang penuh kemudharatan. Dengan ini 

direkomendasikan kepada pemerintah agar rutin melakukan razia 

tempat-tempat prostitusi serta memberikan pembinaan kepada para 

Pekerja Seks Komersial agar dapat kembali menjadi manusia normal 

pada umumnya, dan kepada masyarakat agar lebih mendekatkan diri 

kepada Allah SWT agar terhindari dari perbuatan tercela dan 

menanamkan nilai-nilai agama kepada anak-anak nya sejak sedini 

mungkin. 
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MOTTO 

حِشَةٗ وَسَاءَٓ سَبيِلٗ   إِوَّهُۥ كَانَ فََٰ
ٰٓۖٓ وىََٰ  وَلََ تقَۡرَبوُاْ ٱلزِّ

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah 

suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk” (QS. al-Isrā’ 

[17]: 32) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebelum menjelaskan secara keseluruhan materi ini terlebih 

dahulu akan diberikan penegasan dan pengertian yang terkandung 

didalamnya agar tidak terjadi kesalahan dan kerancuan perspektif 

dalam memahami skripsi ini. Skripsi ini berjudul “Implementasi 

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 

Tentang Ketenteraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum” maka 

perlu ditemukan istilah atau kata-kata penting agar tidak 

menimbulkan kesalah pahaman dalam memberikan pengertian 

bagi para pembaca sebagai berikut: 

1. Implementasi merupakan suatu pelaksanaan atau penerapan.   

Peraturan Daerah merupakan peraturan yang dibuat secara 

sistematik oleh pemerintahan dengan maksud dan tujuan 

tertentu yang menyangkut kesejahteraan masyarakat.
1
 

Kota Bandar Lampung adalah sebuah kota di Indonesia 

sekaligus ibukota dan kota terbesar di Provinsi Lampung. 

Jadi Implemntasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung 

adalah pelaksanaan atau penerapan atas peraturan yang dibuat 

secara sistematik oleh pemerintahan Kota Bandar Lampung 

dengan maksud dan tujuan tertentu yang menyangkut 

kesejahteraan masyarakat. 

2. Ketenteraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum adalah suatu 

keadaan dinamis yang memungkin Pemerintah, Pemerintah 

Daerah dan Masyarakat dapat melakukan kegiatan nya dengan 

nyaman tentram tertib dan teratur. 

3. Pekerja seks komersial adalah seseorang yang menjual dirinya 

dengan melakukan hubungan seks untuk tujuan ekonomi
2
 

                                                             

1
H. Inu Kencana Syafiie. Ilmu Pemerintahan. Jakarta,2013. PT 

Bumi Aksara, h. 355 
2
Amademen Undang-Undang Pekerja Seks Komersial (PSK)  (UU 

RI No. 31 Th. 2014) Tentang Perlindungan saksi dan Korban. 
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4. i
Hukum Islam adalah peraturan atau seperangkat norma yang 

mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan 

dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain dan 

hubugan manusia dengan benda dalam masyarakat serta alam 

sekitarnya.
3 

5. Kasus adalah salah satu metode penelitian dalam ilmu sosial.  

Panjang adalah kecamatan yang berada dalam provinsi 

Lampung tepatnya di Kota Bandar Lampung. 

Jadi Studi kasus di Kelurahan Way Lunik Kecamatan Panjang 

Kota Bandar Lampung adalah salah satu metode penelitian 

dalam ilmu sosial untuk meneliti apakah daerah tersebut sudah 

menerapkan peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Kota 

Bandar Lampung. 
ii
Kesimpulan yang dimaksud dalam judul ini adalah suatu 

pelaksanaan atau penerapan terhadap kebijakan yang dibuat 

Pemerintahan Kota Bandar Lampung tentang Pekerja Seks 

Komersial yang ditinjau dari peraturan atau seperangkat norma 

yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dan 

manusia dengan  Tuhannya. Kemudian diteliti kembali apakah 

masyarakat sudah menjalankan peraturan yang telah dibuat 

oleh Pemerintah Daerah. 

 

B. Alasan Memilih Judul 

Beberapa alasan dasar dalam memilih judul “Implementasi 

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 

Pasal 60 Tentang Ketenteraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum 

Menurut Hukum Islam (Studi di Kelurahan Way Lunik Kecamatan 

Panjang) ” alasan-alasan tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Alasan Objektif 

Permasalahan tersebut menarik untuk dibahas dan dilakukan 

penelitian karena masih banyak ditemukan di lapangan yang 

masih belum sesuai dengan Kebijakan Pemerintah Kota Bandar 

                                                             

3
Mohammad Daud Ali. Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan 

Tata Hukum Islam Indonesia. Jakarta 2015. PT Rajagrafindo Persada, h,42. 
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Lampung. Masih banyak beredarnya pekerja seks komersial di 

Tempat Hiburan, Halte, dan tempat penginapan. 

2. Alasan Subjektif 

a. Pembahasan ini diangkat dikarenakan belum ada yang 

membahas pembahasan ini di dalam UIN Raden Intan 

Lampug, dan permasalahan ini sangat memungkinkan untuk 

dibahas dan diteliti karena tersedianya literatur yang 

menunjang masalah ini. 

b. Pembahasan ini sangat sesuai dengan keilmuan penulis 

sehingga memudahkan penulis dalam melakukan pembahasan 

tentang masalah ini. 

 

C. Latar Belakang Masalah 

Prostitusi merupakan fenomena yang sudah ada sejak lama di 

dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Prostitusi di Indonesia 

bermula sejak zaman kerajaan-kerajaan jawa yang menggunakan 

wanita sebagai bagian dari komoditas sistem feodal. Fenomena 

prostitusi hingga saat ini masih menjadi masalah yang belum 

terselesaikan. Prostitusi atau pelacuran merupakan salah satu 

masalah sosial yang kompleks, mengingat prostitusi merupakan 

peradaban yang termasuk tertua di dunia dan hingga saat ini masih 

terus ada pada masyarakat kita. 

Kata “Prostitusi” atau dapat diartikan dengan kata “Pelacuran”, 

sejak dahulu kala di bicarakan orang. Di Indonesia dalam 

pembicaraan atau di dalamtulisan di surat kabar atau majalah dan 

sejenisnya, sepengetahuan penulis belum ada yang membahasnya 

secara luas dan objektif, malah kadang-kadang secara subjektif 

berupa celaan atau caci maki terhadap diri pelaku prostitusidan 

kerap kali sensasional untuk tujuan komersil semata-mata 

sementara golongan tertentu memandang bahwa pelaku prostitusi 

adalah wanita yang tidak bermoral, tidak tahan iman dan berbagai 

sikap anti pati kepada “Pelacur” yang karena berbagai hal 

memasuki dunia gelap tanpa memperhatikan kaitandangan 
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berbagai aspek kehidupan masyarakat yang mempunyai hubungan 

dengan adanya prostitusi.
4
 

Ditinjau dari faktor-faktor diatas penyebab seseorang 

melakukan tindakpidana prostitusi, sebagian besar masalahnya 

terletak pada faktor ekonomi dan faktor sosial, faktor ekonomi di 

pengaruhi oleh penghasilan atau kebutuhan seseorang, sedangkan 

faktor sosial dipengaruhi oleh kondisi lingkungan,suasana 

lingkungan maupun pendidikan seseorang. Jadi prostitusi terjadi 

akibat kurangnya kesejahteraan lahir dan batin. “Kesejahteraan 

lahir batin” tidak terlepas dari aspek kehidupan atau penghidupan 

manusia termasuk rasa aman dan tenteram yang dapat dicapai jika 

kesadaran masyarakat terhadap kewajiban penghargaan hak orang 

lain telah dipahami dan dihayati sehingga penegakan hukum dan 

keadilan berdasarkan kebenaran yang telah merupakan kebutuhan 

sesama, kebutuhan seluruh anggota masyarakat.
5
 Kesulitan untuk 

memenuhi kebutuhan bagi segelintir wanita yang tidak memiliki 

keterampilan (Skill), melakukan perbuatan jalan pintas dengan 

menjajahkan dirinya di tempat-tempat tertentu (di luar lokalisasi 

WTS), tampaknya menimbulkan pemandangan yang tidak 

berkenaan di hati.
6
 

Fenomena prostitusi yang terjadi kota Bandar Lampung 

khususnya yang berada di Way Lunik banyak berkembang 

dikalangan para pelajar, mahasiswa, bahkan sampai dengan ibu 

rumah tangga sekalipun dapat melakukan perbuatan tersebut. Tidak 

sedikit mereka beralasan karena mereka kekurangan ekonomi 

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, karena terpaksa, 

karena mempunyai pendidikan yang rendah, ataupun dengan alasan 

karena ingin mencobanya. Walaupun mereka tahu akibat dari 

perbuatan yang mereka lakukan tetapi itu tidak membuat mereka 

jera, ataupun berfikir lebih jauh akibat yang akan di timbulkan dari 

                                                             

4
Yesmil Anwar dan Adang, Pembaharuan Hukum Pidana 

Reformasi Hukum Pidana, (Jakarta:PT Raja Grapindo, 2017) h.354 
5
Laden Marpung, Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah 

Revensinya, (Jakarta :Sinar Grafika, 2008),h.2. 
6
Ibid,h.7. 
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masalah prostitusi tersebut. Tidak sedikit juga mereka yang 

melakukan prostitusi dapat dikatakan orang yang perekonomiannya 

cukup, namun mereka tetap melakukan prostitusi tersebut dengan 

alasan mencari perhatian orang tua yang sibuk bekerja dan kurang 

memperhatikan anak-anaknya, hanya untuk mendapat anggapan 

modern atau hanya ingin diakui di dalam kelompok teman-

temannya agar dibilang tidak ketinggalan zaman. Apalagi sekarang 

di kalangan remaja melakukan gaya hidup bebas adalah suatu yang 

tidak tabu lagi, padahal itu bertolak belakang dengan adat-istiadat 

negara kita yang masih memegang teguh adat ketimuran. 

dijelaskan dalam firman Allah   yakni: 

ٍُ أوَْ  ْْنِحُهبَ إلََِّ صَا اُِّخَُ لََ ََ شْشِمَخً وَاىضَّ ٍُ ْْنِحُ إلََِّ صَاُِّخًَ أوَْ  اٍِّ لََ ََ اىضَّ

ًَ رَىلَِ عَ  شْشِكٌ وَحُشِّ ٍُ َِ ُِْ ٍِ ؤْ َُ  يًَ اىْ

“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan 

perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; 

dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh 

laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang 

demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin” 

(Q.S. an-Nūr [18]: 3) 

  

 Kelurahan Way Lunik Kecamatan Panjang memiliki 

daya tarik tersendiri bagi daerah tersebut dikarenakan 

banyak pantai-pantai yang indah. Dengan segala macam 

keistimewaan wilayah strategis yang dimiliki Panjang 

membuat banyak menjamurnya hotel dan restoran maupun 

tempat hiburan sampai warung remang-remang menghiasi 

sepanjang jalan. Hal itu sudah tidak menjadi pemandangan 

aneh bagi masyarakat sekitar maupun masyarakat dari luar. 

 Praktik prostitusi terselubung di Panjang sudah menjadi 

rahasia umum. Daerah Panjang yang sudah identik dengan 

praktek prostitusinya yang dilakukan di warung remang-

remang maupun tempat hiburan. Tempat Hiburan yang 

melakukan praktek prostitusi dengan menyediakan wanita 

penghibur yang memberikan pelayanan kepada 

pengunjungnya ini dibuktikan dengan jumlah PSK yang 
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semakin meningkat setiap tahunnya. Perkembangan dunia 

usaha (Bisnis) yang menjadikan tempat-tempat hiburan 

(Karaoke), tempat peristirahatan (Hotel) yang semakin 

enggan menanyakan identitas tamunya dalam rangka 

meningkatkan pelayanan, yang menerapkan prinsip bisnis 

yang menyatakan bahwa pembeli adalah raja, maka hotel 

telah di salah gunakan oleh sebagian anggota masyarakat 

untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat
7
, atau 

perbuatan-perbuatan prostitusi. 

Pihak Kepolisian Kota Bandar Lampung tentu tidak akan 

membiarkan hal ini terus terjadi, karena selain hal ini melanggar 

hukum, juga berdampak negatif bagi masyarakat Bandar 

Lampung khususnya Kecamatan Panjang. Sering terjadi 

penggerebekan di salah satu hotel di Panjang karena melakukan 

prostitusi didalam hotel bahkan melakukan praktek prostitusi 

dengan mempekerjakan anak-anak yang diduga masih dibawah 

umur. Hal itu menunjukkan lemahnya pengawasan dari pihak 

kepolisian Bandar Lampung dan aparat Pemerintah Bandar 

Lampung terhadap hotel, cafe dan tempat hiburan di daerah 

Panjang khususnya di Kelurahan Way Lunik.  

Meneropong pembahasan diatas, norma-norma sosial jelas 

mengharamkan prostitusi. Apabila kita melihat dalam perspektif 

Islam prostitusi mengacu pada zina dan hal ini pasti sangat 

dilarang oleh agama. 

Dalam Al-Qur’an disebutkan dalil larangan zina 

َُ فبَحِشَخً وَعَبءَ عَجُِلً  ّبَ إَِّّهُ مَب  وَلََ رقَْشَثىُا اىضِّ
“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu 

adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk” (Q.S. al-

Isrā’ [17]: 32) 

 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan kajian ilmiah melalui penelitian dan selanjutnya 

                                                             

7
Laden Marpung, Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah 

Revensinya, (Jakarta:Sinar Grafika, 2008),h 6. 
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dituangkan dalam bentuk skripsi, untuk itu maka penulis memilih 

judul : “Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung 

Nomor 01 Tahun 2018 Pasal 60 Tentang Ketenteraman 

Masyarakat Dan Ketertiban Umum Menurut Hukum Islam (Studi 

di Kelurahan Way Lunik Kecamatan Panjang)” 

 

D. Fokus Penelitian  

Fokus penelitian dalam skripsi ini terfokus pada penerapan 

peraturan daerah kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 

Tentang Ketenteraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum dalam  

Pasal 60 Tentang Larangan Pekerja Seks Komersial Menurut 

Hukum Islam dengan studi kasus penelitian berada di Kelurahan 

Way Lunik Kecamatan Panjang. 

E. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah penelitian ini adalah, sebagai berikut : 

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar 

Lampung Nomor 01 Tahun 20018 Tentang Ketenteraman 

Masyarakat dan Ketertiban Umum di Kelurahan Way Lunik, 

Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung? 

2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang Implementasi 

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 

20018 Tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban 

Umum? 

F. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang hendak 

dicapai dalam penelitian ini yakni : 

a. Untuk mengetahui Penerapan Pelaksanaan Perda tentang 

Larangan Pekerja Seks Komersial di Kelurahan Way Lunik 

Kecamatan Panjang 

b. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam tentang Larangan 

Pekerja Seks Komersial di Kelurahan Way Lunik Kecamatan 

Panjang 

G. Signifikansi Penelitian 

Pentingnya penelitian ini agar dapat mencegah terjadinya 

tindakan prostitusi di Kota Bandar Lampung yang dapat merusak 

moral dan norma-norma hukum yang ada, dan juga hal ini sangat 
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tidak sesuai dengan ajaran hukum Islam. Secara teoritis, 

penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan bagi 

masyarakat umumnya dan penulis khususnya terhadap Larangan 

Pekerja Seks Komersial diatur dalam Peraturan Daerah Kota 

Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Pasal 60 Tentang 

Larangan Pekerja Seks Komersial. Dan secara praktis, penelitian 

ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan bagi penulis 

dalam bidang hukum islam, sebagai referensi bahan bacaan dan 

sebagai sumber data atau informasi yang berhubungan dengan 

pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat atau daerah 

mengenai kebijakan pemerintah. Dan juga sebagai syarat untuk 

mendapatkan gelar Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri 

Raden Intan Lampung bagian Hukum Tata Negara (Siyasah 

Syar’iyyah). 

H. Metode Penelitian 

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam memecahkan 

masalah dalam penelitian ini yaitu: 

1. Pendekatan dan Prosedur penelitian  

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan yuridis normatif yang berarti melakukan penelitian 

hukum dengan cara meneliti bahan pustaka. Penelitian yang akan 

dilakukan dalam proposal ini deskritip analis. Yang dimaksud 

dengan deskritif analis adalah suatu metode dalam meneliti suatu 

objek yang bertujuan membuat skripsi, gambaran, atau lukisan 

secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-

ciri serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada atau fenomena 

tertentu. Jenis penelitian Field Recearch  atau penelitian lapangan 

yang bersifat kualitatif, “penelitian kualitatif tidak dimulai dari 

dedukasi teori, tetapi  dimulai dari lapangan yakni empiris. Peneliti 

terjun ke lapangan, mempelajari suatu proses atau penemuan yang 

terjadi secara alami, mencatat, menganalisa, menafsirkan dan 

melaporkan serta menarik kesimpulan-kesimpulan dari proses 

tersebut. 
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2. Sumber Data 

1) Data Primer 

Data primer ialah “data yang diperoleh atau yang dikumpulkan 

langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian 

atau yang bersangkutan yang memerlukannya”
8
. Data primer 

didapat dari sumber informasi yaitu individu atau perseorangan 

seperti hasil Wawancara, Dokumentasi, Observasi yang 

dilakukan oleh peneliti. Dalam skripsi ini penelitian dilakukan 

di Kelurahan Way Lunik Kecamatan Panjang. 

2) Data Sekunder 

Data sekunder adalah “data yang diperoleh atau dikumpulkan 

oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber 

yang telah ada”
9
. Yang terkait dengan penelitian ini dilakukan 

dengan cara mengadakan studi. Membaca, mempelajari, 

mengutip dan menelaah literatur-literatur yang menunjang, 

peraturan perundang-undangan serta bahan-bahan lainnya 

yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan 

dibahas. 

 

3. Populasi dan Sampel  

Adapun populasi dan sampel dalam penelitian ini yaitu : 

a. Populasi 

populasi adalah kumpulan dari keseluruhan elemen yang 

akan ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini 

ialah wilayah Kelurahan Way Lunik Kecamatan Panjang. 

b. Sampel  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut
10

. Bila populasi memiliki 

jumlah yang besar maka tidak mungkin peneliti 

mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya 

                                                             

8
Iqbal Hasan, Pokok-pokok Materi Metodelogi Penelitian dan 

Aplikasinya. Jakarta, Ghalia Indonesia 2002, h. 82. 
9
Ibid, h.58. 

10
Sujaweni, V. Wiratama, Metode Penelitian: Lengkap. Praktis dan 

Mudah dipahami. (Yogyakarta :Pustaka Baru Press 2014). h,31 
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karena keterbatasan dana, tenaga berserta waktu. 

Sehingga dalam penelitian ini penulis menggunakan 

provosive sampling yaitu teknik sederhana berdasarkan 

sistem observasi. Cara ini dilakukan dengan 

mewawancarai jumlah sampel yang sesuai dengan 

kebutuhan penulis.  

Sampel data yang akan dianalisis dalam penelitian ini 

adalah Kelurahan Way Lunik Kecamatan Panjang, 

Pekerja Seks Komersial, dan juga beberapa masyarakat 

yang berada disekitar daerah prostitusi tersebut. 

 

4.    Teknik Pengumpulan Data 

Alat pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data 

yang memiliki kredibilitas tinggi, oleh karena itu tahap 

pengumpulan data tidak boleh salah dan harus dilakukan dengan 

cermat sesuai dengan prosedur dan ciri-ciri penelitian kualitatif, 

beberapa metode dari pengumpulan data:
11

 

a. Observasi 

Observasi merupakan suatu kegiatan mendapatkan informasi 

yang diperlukan untuk menyajikan gambaran riil suatu 

peistiwa atau untuk menjawab pertanyaan peneliti. 

Observasi dlakukan di Kelurahan Way Lunik Kecamatan 

Panjang. 

b. Wawancara  

Proses memperoleh penjelas, pembuktian, dan untuk 

mengumpulkan informasi secara mendalam tentang tema 

yang diangkat penulis dengan menggunakan cara tanya 

jawab bisa sambil bertatap muka ataupun tanpa tatap muka. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan metode untuk mencari data 

mengenai hal atau variabel yang dapat dijadikan sebagai 

informasi untuk melengkapi data-data penulis, baik data 

primer maupun sekunder, sebagai sumber data yang didapat 

dimanfaatkan untuk menguji dan menafsirkan. 

                                                             

11
Ibid. 
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5. Metode Pengolahan Data 

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data 

ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumusan 

tertentu. Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah, 

pengolahan data pada umunya dilakukan dengan cara sebagai 

berikut : 

a. Editing, yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang 

telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang 

masuk atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan.
12

 

b. Koding, yaitu mengklarifikasikan jawaban-jawaban dari 

para responden ke dalam kategori, atau memberikan 

catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data 

atau urutan sumber masalah.
13

 

c. Rekontruksi data, yaitu menyusun ulang data secara 

teratur berurutan dan sistematis. 

d. Sistematis data, yaitu menempakan data menurut 

kerangka sistematika bahan berdasarkan urutan 

masalah.
14

 

6. Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 

lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data 

kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, 

memilih mana yang paling penting dan yang akan dipelajari, dan 

membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri 

maupun oranglain. 

Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis 

kualitatif yaitu analisis kualitatif yang digunakan untuk aspek 

normatif (yuridids) melalui metode yang bersifat analisis yaitu 

menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan 

                                                             

12
Susiadi, Metode Penelitian, Bandar Lampung (Bandar Lampung: 

Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung) h,115 
13

Ibid, h, 115 
14

Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian, (Bandung: PT. 

Citra Aditya Bhakti, 2004), h,45 



12 

menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu 

kesimpulan umum
15

. Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui serta 

diperoleh kesimpulan induktif, yaitu cara berfikir dalam mengambil 

kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang 

bersifat khusus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

15
Soejono soekarno, Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta, 

Universitas Indonesia Perss, 1986, h.112 
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BAB II 

PEKERJA SEKS KOMERSIAL DALAM TINJAUAN SECARA 

UMUM DAN HUKUM ISLAM 

A. KAJIAN TEORI 

1. Pengertian Pekerja Seks Komerisal 

Pekerja Seks Komersial adalah sebutan untuk mereka yang 

berkecimpung di dalam dunia prostitusi, prostitusi sendiri berasal 

dari bahasa Latin yaitu pro-situare yang berarti membiarkan diri kita 

untuk berbuat zina dengan sengaja.
16

 Dalam Ensklopedia Indonesia, 

Mulia,T.S.G menyebutkan bahwa pelacuran bisa dikerjakan oleh 

perempuan ataupun laki-laki menurutnya pula, kegiatan untuk 

melakukan usaha prostitusi  tidak melulu tentang melakukan 

hubungan kelamin antara perempuan dan laki-laki, karena dalam hal 

ini kegiatan homoseksual dan permainan-permainan yang berbau-

bau seksual sangat mungkin untuk terjadi.
17

 Lebih terperinci kembali 

Kartini Kartono menjelaskan definisi dari Pekerja Seks Komersial 

sebagai berikut
18

 : 

1) Pelacuran merupakan kegiatan yang penjualan diri seseorang dan 

mengorbankan harga diri, kehormatan seseorang untuk memuaskan 

nafsu-nafsu seks dengan imbalan pembayaran berupa materi 

2) Prostitusi ialah bentuk dari penyimpangan sosial secara terorganisir 

melalui dorongan seks yang tidak biasa atau di luar kendali. 

3) Pelacuran adalah perbuatan hubungan badan antara pria dan wanita 

yang dilakukan dengan sengaja dan memiliki imbalan berupa upah.   

Selain itu Pekerja seks komersial juga merupakan seseorang 

yang menjual dirinya untuk berhubungan seks dengan tujuan 

mendapatkan uang, polemik tentang istilah Pekerja Seks Komersial 

selalu menarik untuk diperbincangkan, bagi kaum liberal istilah PSK 

menjadi dalih empati mereka untuk menunjukan rasa simpati kepada 

                                                             

16 Kartini Kartono Patologi Sosial (Jakarta : PT Raja Grafindo 

Persada 1997)h.177 
17

 Ibid. h.184  
18 
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perempuan yang menjual dirinya untuk mencari nafkah.
19

 Sedangkan 

kaum religius menolak hal tersebut karena istilah PSK menjadi 

dilegalkan sebagai pekerjaan dan hal ini tentunya bertolak belakang 

dengan aturan serta norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat 

kita. 

Kata-kata Pekerja Seks Komersial (PSK) menjadi kata yang 

kontradiktif karena mengaburkan makna yang sebenarnya, 

dikalangan masyarakat istilah PSK juga dikenal sebagai Wanita 

Tuna Susila (WTS) istilah ini muncul karena wanita dianggap tidak 

mematuhi aturan susila yang ada di masyarakat. Kaum perempuan 

Pekerja Seks Komersial di tuding sebagai penghalang bagi 

pemerintah untuk menanggulangi bisnis prostitusi, Prostitusi sendiri  

muncul akibat stigma negative tentang perempuan yang dijadikan 

sebagai objek seks. 

Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan yang 

di maksud PSK dalam penelitian ini adalah seorang perempuan yang 

dengan secara sukarela menyerahkan tubuhnya kepada orang lawan 

jenis untuk melakuakn hubungan seksual tanpa adanya ikatan 

pernikahan namun mendapatkan imbalan yang umumnya berupa 

uang.  

2. Jenis-Jenis Pekerja Seks Komersial 

Sementara itu para pelaku zina yang umumnya bekerja 

sebagai Pekerja Seks Komersial memliki beberapa jenis yang dapat 

dikelompokan berdasarkan cara untuk mencari jasa Pekerja Seks 

Komerisial tersebut diantaranya
20

 

1) Pekerja Seks Komersial Jalanan (street prostitution) 

Pelacur jenis ini banyak kita temukan di Ibu kota maupun di 

Provinsi, biasanya mereka di sebut dengan streetwalker prostitute 

karena kerap kali menjajakan dirinya dipingir jalan tertentu terutama 

dimalam hari 

 

                                                             

19
http;//id.m.wikipedia.org/wiki/pelacuran. Diakses pada tanggal 29 

january 2022 Pukul 13.40 Wib 
20

Alam A.S Pelacuran dan Pemerasan. Studi Patologi Tentang 

Eksploitas Manusia oleh Manusia (Bandung, Penerbit Alumni 1984) h, 53. 
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2) Pekerja Seks Komersial Panggilan (call girl prostitute) 

Pelacur tipe ini merupakan wanita panggilan atau call girl yang 

kegiatannya dilakukan berdasarkan permintaan pelanggan via telpon 

dan biasanya jenis pelacur ini memiliki perantara dan dikenal juga 

dengan istilah mucikari atau germo yang menjadi pelindung untuk 

para PSK jenis ini. 

3) Pekerja Seks Komersial Lokalisasi (brothel prostitution) 

Jenis pelacuran didaerah lokalisasi dikenal umum oleh masyarakat 

Indonesia, pelacuran bentuk ini dapat dikategorikan menjadi tiga 

kelompok. Pertama, daerah lokalisasi yang bercampur dengan 

pemukiman penduduk, kedua daerah lokalisasinya terpusat disuatu 

tempat dan hanya memiliki beberapa penduduk biasa, ketiga 

lokalisasi yang berada di daerah khusus yang letaknya jauh dari 

pemukiman warga dan penempatannya berdasarkan surat keputusan 

pemerintah, di Indonesia sendiri terdapat daerah lokalisasi yang 

terkenal misalnya Gang Dolly di Surabaya, Kramat Tunggak di 

Jakarta, Saritem di Bandung, Pasar Kembang (sarkem) di 

Yogyakarta, Sunan Kuning di Semarang dan juga Pemandangan 

(pmd) Kelurahan Way Lunik Kecamatan Panjang. 

4) Pekerja Seks Komersial Terselebung (clandestine prostitution) 

Pekerja Seks Komersial jenis ini prakteknya dilakukan secara 

sembunyi-sembunyi misalnya dipanti pijat, hotel kelas melati, pusat 

kebugaran, salon kecantikan, tempat-tempat ini umumnya sudah 

menyediakan jasa para PSK dan usaha mereka seperti panti pijat, 

pusat kebugaran, dan salon kecantikan hanyalah tameng untuk 

mengelabui orang awam. 

5) Pekerja Seks Komersial Amatir 

Pelacuran pada kategori ini bersifat sembunyi-sembunyi yang hanya 

diketahui sebagaian orang tertentu karna pelacuran pada kategori ini 

hanya di jadikan selingan saja, namun memiliki bayaran yang cukup 

tinggi. Dia pun sebenarnya memiliki pekerjaan yang dikenal 

masyarakat baik berupa pegawai kantoran, pekerja swasta ataupun 

mahasiswi dan lainya. 
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Selain itu, Kartini Kartono juga mengkategorikan pelacuran menjadi 

beberapa  kategori sebagai berikut
21

: 

1) Pergundikan 

Yaitu memiliki pasangan idaman lain dan menjalin hubungan 

layaknya suami istri namun tidak terikat pernikahan. 

2) Tante Girang atau loose married woman 

Yang biasa disebut dengan tante girang adalah wanita yang 

sudah menikah, tetapi melakukan hubungan seksual dengan 

pria lain secara sengaja biasanya hal ini dilakukan untuk 

mengisi kekosongan waktu. Dan tujuan nya hanya untuk 

bersenang-senang atau sekedar untuk mendapat pengalaman 

seks yang baru 

3) Wanita-wanita panggilan 

Yaitu wanita-wanita yang biasa nya tersedia melalui saluran-

saluran tertentu yang dipekerjakan sebagai pelacur, pada 

kategori ini biasa nya terdiri dari beberapa orang wanita yang 

notabene nya berbeda-beda bisa saja Ibu Rumah Tangga, 

Pegawai-pegawai toko, buruh, dan mahasiswi yang biasanya 

dalam kondisi pra sejahtera hidupnya. 

4) Gadis-gadis bar  

Yaitu para wanita yang bekerja di bar-bar malam sekaligus 

menyediakan jasa seks bagi pengunjung bar tersebut. 

5) Gadis-gadis Juvenile Deliguent 

Biasa nya kategori ini di isi oleh wanita-wanita yang belum 

memiliki kematangan secara emosional dan memiliki 

pengetahuan yang minim akan seks, sehingga amat mudah 

dipengaruhi pihak-pihak tertentu. 

6) Gadis-gadis Binal 

Yaitu wanita-wanita yang memiliki kepribadian yang buruk 

yang biasa nya dilatar belakangi oleh lingkungan yang kacau 

seperti anak-anak broken home, anak-anak putus sekolah. Dan 

kemudian mereka menyebarluaskan seks secara bebas. 

7) Gadis-gadis Taxi 

                                                             

21
Ibid, h 252. 
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Yaitu wanita panggilan yang dibawa ketempat remang-

remang di pinggiran kota dengan mobil taxi 

8) Wanita penggali emas 

Yaitu wanita-wanita cantik yang pandai merayu dan pandai 

mengendalikan permainan cinta dengan laki-laki kaya, wanita 

jenis ini biasanya hanya mengincar kekayaan pasangannya 

saja. 

9) Pramuria 

Wanita jenis ini biasanya sering dijumpai di klub-klub malam, 

pada kategori ini disebut juga sebagai pelacuran halus karena 

prakteknya yang sembunyi-sembunyi di klub malam. 

10)  Promiskuitas  

Adalah hubungan seksual yang dilakukan secara tidak 

terkendali dan terarah dengan siapapun dan dimanapun 

dengan banyak laki-laki.
22

 

Sedangkan berdasarkan  kategori tempat prostitusi dibedakan 

menjadi beberapa bagian
23

, yaitu: 

 

1) Lokalisasi  

Tempat ini biasanya berada di tempat terpisah dari pemukiman 

penduduk, tempat ini umumnya berada di pinggiran-pinggiran 

kota besar. 

2) Rumah-rumah panggilan 

Tempat ini menjadi markas untuk wanita-wanita yang bekerja 

sebagai pekeja seks komersial 

3) Dibalik Bisnis-Bisnis 

Jenis tempat prostitusi ini ada secara terselubung biasanya 

berada di salon kecantikan, panti pijat, dan tempat-tempat 

pemandian. 

3. Faktor-faktor Terjadinya Pekerja Seks Komersial 

Jika dilihat dari sisi psikologi terdapat beberapa factor yang 

mempengaruhi seseorang untuk menjadi PSK diantaranya 
24

: 

                                                             

22
Ibid.h.253 

23
Ibid, h.254  
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1) Kepribadian yang cepat meniru orang lain  

2) Memiliki nafsu seksual yang tidak normal atau hyper sex 

3) Mudah terpengaruh oleh orang lain 

4) Memiliki moralitas yang rendah tidak dapat membedakan 

mana yang baik dan mana yang buruk 

5) Memiliki selera hidup yang tinggi dan menjadikan 

kemewahan sebagai tujuan hidupnya yang akibat dari 

tindakan tersebut menghalalkan segala macam cara untuk 

mendapatkan nya 

Sedangkan dari sisi sosial dan ekonomi memliki beberapa 

factor yang mendorong seseorang untuk menjadi PSK antara 

lain
25

: 

1) Keluarga nya memiliki ekonomi yang sulit dan berada di 

daerah terpencil 

2) Berasal dari keluarga yang rusak (broken home) 

3) Perpindahan dari desa ke kota dengan tujuan merubah 

nasib namun ingin dengan cara yang cepat 

4) Tidak memiliki keahlian tertentu 

5) Tertipu oleh agen-agen PSK dengan mengiming-imingi 

pekerja yang bagus 

Permasalahan ekonomi di Indonesia bukanlah hal yang baru, 

justru selalu menjadi factor utama seseorang untuk melacurkan 

diri. Hal tersebut tentu tidak lepas dari adanya kasta kehidupan 

masyarakat Indonesia yang terbentuk dengan tidak sengaja akibat 

dari penumpukan kekayaan di kalangan atas dan kemiskinan 

untuk kalangan bawah sehingga memudahkan bagi para 

pengusaha lokalisasi untuk menjerat wanita-wanita yang berada 

di ekonomi rendah.
26

 

                                                                                                            

24
Warow,Alam, A.S Pelacuran dan Pemesanan Studi Sosialogi 

Tentang Eksploitasi Manusia Oleh Manusia.(Bandung,Penerbit Alumni 

1984) h.43 
25

 Ibid h.51 
26

Bimo Walgito Pengantar Psikologi Umum, (Yogyakarta : 

ANDI,2004) h.220 
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4. Dasar Hukum dan Sanksi Pidana Pekerja Seks Komersial 

Prostitusi di Indonesia merupakan permasalahan yang sangat 

kompleks dikarenakan menyangkut hidup orang banyak kegiatan ini 

berkaitan dengan berbagai mulai dari aspek pendidikan, aspek sosial 

menganggap prostitusi sebagai kanker masyarakat aspek agama 

prostitusi merupakan hal yang haram, sedangkan aspek kesehatan 

praktek prostitusi membahayakan keturunan
27

 Dari keempat aspek 

tersebut sudah seharusnya prostitusi dijauhkan dari masyarakat 

contoh dua aspek yang pertama menyatakan bahwa prostitusi 

merupakan demoralisasi dan juga kanker masyarakat hal ini tentu 

menunjukan betapa miringnya tanggapan masyarakat tentang 

prostitusi 

Dilihat dari sisi hukum yang berlaku di Indonesia prostitusi 

sendiri dipandang sebagai tindakan yang bertentangan dengan kaidah 

hukum pidana di Indonesia, adapun tindak pidana prostitusi sendiri 

termuat dalam pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP) yang berbunyi  

“barang siapa yang mata pencahariannya atau kebiasaannya yaitu 

dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul 

dengan orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama satu 

tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu 

rupiah”28  

Kemudian dalam Pasal 297 KUHP menyebutkan bahwa 

“memperniagakan perempuan dan laki-laki yang belum dewasa, 

dihukum penjara selama-lamanya enam tahun” 
29

.  Pasal ini bertujuan 

untuk melarang keras adanya Human Trafficking atau perdagangan 

manusia termasuk didalam nya mucikari sebagai penyedia jasa PSK. 

Sudah disebutkan sebelumnya di dalam Al-Quran perbuatan prostitusi 

termasuk dalam zina yang merupakan bentuk persetubuhan antara 

                                                             

27
Syarifuddin, Prostitusi Sebagai Penyakit Sosial Dan Problematika 

PenegakHukum,. 

 http://library.usu.ac.id/module.php?op=modload&name=downloads

7file=indekx7req=get&lid=196 diakses pada 30 juni 2020 pukul 14.20 WIB 
28

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 296 
29 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 297 

http://library.usu.ac.id/module.php?op=modload&name=downloads7file=indekx7req=get&lid=196
http://library.usu.ac.id/module.php?op=modload&name=downloads7file=indekx7req=get&lid=196
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laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan pernikahan, maka 

prostitusi tersebut memiliki keterikatan dengan pasal 284 KUHP.  

Dalam ketentuan pasal tersebut, perbuatan zina diartikan lebih sempit 

dibandingkan pengertian zina yang telah disebutkan sebelumnya. 

Pengertian tentang zina di dalam ketentuan Pasal 284 KUHP ini 

dipersempit dengan adanya ketentuan bahwa persetubuhan yang 

dilakukan di luar ikatan perkawinan itu haruslah dilakukan oleh 

seseorang yang telah kawin dengan orang lain yang belum kawin. 

Selain itu juga prostitusi berkaitan dengan kesopanan yang juga 

memiliki aturan yang termuat dalam pasal 281 KUHP, dalam pasal ini 

kesopanan diartikan sebagai  norma ksesusilaan sebagai rasa malu 

terhadap nafsu seksual, misalnya berhubungan dengan lawan jenis 

tanpa ada ikatan perkawinan, termasuk di dalam nya segala macam 

bentuk pelecehan seksual. Ketidak sesuaian terhadap norma 

kesopanan sendiri harus memenuhi dua aspek yang pertama yaitu 

apabila terjadi ditempat umum atau tempat yang biasa dikunjungi 

orang ramai misalnya di jalan raya, bioskop-bioskop, mall dan lain-

lain. Yang kedua perbuatan yang merusak norma kesopanan adalah 

apabila perbuatan tersebut sengaja dilakukan di depan muka orang 

lain yang tidak menghendaki perbuatan tersebut terjadi dalam hal ini 

tidak diperlukan ditempat umum satu orang saja sudah cukup karena 

orang tersebut tidak menghendaki adanya perbuatan itu. Dalam 

rencananya pemerintah kita telah membuat Rencana Undang-undang 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab XVI tentang Tindak 

Pidana Kesusilaan bagian empat dalam hal perzinaan pasal 466 ayat 1 

sampai ayat 4 yang berbunyi sebagai berikut
30

: 

(1) Dipidana karena zina dengan hukuman pidana penjara paling 

lama dua tahun : 

a. Laki-laki yang berada di ikatan perkawinan 

melakukan persetubuhan dengan perempuan yang 

bukan isterinya 

b. Perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan 

melakukan persetubuhan dengan laki-laki yang bukan 

suaminya 

                                                             

30
Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana pada 9 April 2018 
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c. Laki-laki yang tidak berada dalam ikatan perkawinan 

melakukan persetubuhan dengan perempuan yang 

berada di dalam ikatan perkawinan 

d. Perempuan yang tidak berada dalam ikatan 

perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki 

yang berada di dalam ikatan perkawinan 

e. Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak 

berada di dalam ikatan perkawinan melakukan 

persetubuhan 

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak 

dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami, istri, 

orang tua atau anak 

(3) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak 

berlaku ketentuan pasal 25, pasal 26 dan pasal 31. 

(4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di 

sidang pengadilan belum dimulai 

Menurut filosofis Rencana Undang-undang KUHP yang terbaru 

ini ialah karena dilatarbelakangi oleh suatu keinginan untuk 

melakukan perubahan pada Undang-undang KUHP yang telah ada, 

sama halnya dengan konsep yang ditawarkan dalam rancangan 

KUHP. Yang salah satunya yaitu berdasarkan bahwa materi Hukum 

Pidana harus disesuaikan dengan keadaan politik, hukum serta 

keadaan dan perkembangan kehidupan bangsa sendiri
31

 

Peraturan tentang tindakan prostitusi juga dibuat oleh 

Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung diantaranya : 

1) Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Larangan 

Perbuatan Prostitusi dan Tuna Susila Dalam Wilayah Kota Bandar 

Lampung 

2) Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2018 Pasal 60 Tentang 

Larangan Pekerja Seks Komersial 

                                                             

31
Dian Andriasari, Studi Komperatif Tentang Zina dalam Hukum 

Indonesia dan Hukum Turki, (Skripsi, Universitas Islam Bandung  2011), h. 

272 
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Ketentuan yang melarang adanya perbuatan prostitusi antara 

lain disebutkan dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2002 

Tentang Larangan Perbuatan Prostitusi dan Tuna Susila Dalam 

Wilayah Kota Bandar Lampung, pasal 2 yang isinya
32

 : (1) setiap 

orang atau badan dilarang melakukan perbuatan prostitusi dan tuna 

susila  di dalam wilayah kota. (2) larangan yang dimaksud pada ayat 1 

pasal ini berlaku juga bagi siapapun yang karena tingkah lakunya 

patut diduga dan menimbulkan perbuatan prostitusi dan tuna susila (3) 

larangan yang dimaksud ayat 1 pasal ini berlaku juga bagi siapapun 

baik secara sendiri-sendiri, bersama-sama maupun berkelempok 

sengaja mengusahakan tempat-tempat perbuatan prostitusi dan tuna 

susila. (4) setiap orang atau badan dilarang menjadi pelindung 

(becking) perantara atau menyediakan orang untuk melakukan 

perbuatan prostitusi atau tuna susila.  

Selanjutnya Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2018 Pasal 60 

Tentang Larangan Pekerja Seks Komersial yang isinya berbunyi 
33

: (1) 

setiap orang dilarang bertingkah laku dan/atau berbuat asusila di jalan, 

jalur hijau, taman atau dan tempat umum lainnya. (2) setiap orang 

dilarang : (a) menjadi pekerja seks komersial (b) menyuruh, 

memfasilitasi, membujuk, dan/atau memkasa orang lain untuk 

menjadi pekerja seks komersial (c) memakai jasa pekerja seks 

komersial. (3) setiap orang atau badan dilarang melakukan 

pengambilan manfaat secara tidak sah/ mengusahakan/ memeras 

tenaga wanita/pria untuk kepentingan pribadi, kelompok atau 

golongan. 

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

Prostitusi merupakan tindakan yang tidak dilarang hanya saja 

mereka melarang orang yang menjadi penyedia jasa untuk 

melakukan kegiatan prostitusi tersebut, ancaman untuk orang yang 

melakukan atau menyediakan jasa pelacuran di muat dalam pasal 

                                                             

32
Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2002 Pasal 2 Tentang 

Larangan Prostitusi dan Tuna Susila  
33

Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2018 Pasal 60 Tentang 

Larangan Pekerja Seks Komersial 
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487 RUU KUHP 2004 lalu diubah RUU-KUHP 2008 dalam pasal 

488 yang menyatakan setiap orang yang bergelandang dan 

berkeliaran dijalan umum atau ditempat umum bertujuan untuk 

melacurkan diri, dipidana dengan pidana denda kategori I, hukuman 

atau denda dalam kategori I menurut pasal 80 RUU-KUHP 2008 

adalah sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
34

  

Selain itu ancaman hukuman sembilan bulan penjara menghantui 

bagi pasangan yang melakukan perbuatan zina padahal ia sudah 

memiliki pasangan dengan resmi sebagaimana diatur dalam Pasal 

284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana   

Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2018 Tentang 

Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum dalam Pasal 60 

menuliskan Larangan Pekerja Seks Komersial yang isi nya pada 

setiap ayat sebagai berikut : 

1.Setiap orang dilarang bertingkah laku dan/atau berbuat asusila di 

jalan, jalur hijau, taman atau dan tempat umum lainnya. 

2.Setiap orang dilarang: a. menjadi pekerja seks komersial; b. 

menyuruh, memfasilitasi, membujuk, dan/atau memaksa orang lain 

untuk menjadi pekerja seks komersial; c. memakai jasa pekerja seks 

komersial.  

3.Setiap orang atau badan dilarang melakukan pengambilan manfaat 

secara tidak sah/mengusahakan/memeras tenaga wanita/pria untuk 

kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan.  

Tapi pada praktiknya pemerintah tetap membiarkan adanya daerah 

lokalisasi di pinggiran kota Bandar Lampung mengakibatkan 

kejanggalan yang menjadi kontroversi yang mana pemerintah Kota 

Bandar Lampung seperti membiarkan prostitusi terjadi hal ini 

tentunya mendukung paradigm masyrakat bahwa diakui atau tidak 

keberadaan tempat prostitusi menjadi tempat yang tumbuh subur 

bagi para penikmat jasa Pekerja Seks Komerisial. Pemerintah sendiri 

harusnya bias melakukan penataaan sosial kepada para pelaku 

penyimpangan sosial dengan cara memberikan pelatihan 

kewirausahaan, dengan melakukan pelatihan-pelatihan tersebut 

                                                             

34
Neng Djubaedah, Perzinaan,(Jakarta,Kencana:Prenada Group, 

2010),h.102 
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diharapkan dapat mendorong PSK untuk alih profesi ke pekerjaan 

yang lebih baik daripada hanya sekedar menjual dirinya. 

5. Unsur Pembuktian Perbuatan Zina Menurut Hukum Positif 

 Pembuktian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

adalah dengan cara mengumpulkan alat-alat bukti yang valid atau 

sah menurut hukum oleh hakim yang memeriksa sebuah perkara 

yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum berdasarkan 

peristiwa yang sebenarnya terjadi.  Pembuktian merupakan bagian 

terpenting dalam sebuah perkara, menurut M.Yahya Harahap 

pembuktian adalah ketentuan yang berisi  tentang pedomana cara-

cara yang dibetulkan menurut Undang-Undang dan bisa di 

pergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan terhadap 

terdakwa
35 

Jika hasil bukti berdasarkan alat-alat bukti yang sudah 

ditetapkan Undang-Undang tidak memenuhi pembuktian bahwa 

terdakwa bersalah maka terdakwa tersebut dapat dibebaskan. Hal ini 

sesuai dengan Pasal 191 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana (KUHAP) yang menerangkan 
36

: (1) jika pengadilan 

berpendapat bahwa hasil pemeriksaan di siding kesalahan terdakwa 

atas perbuatan yang di dakwakan kepadanya tidak terbukti secara 

sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. 

Sehingga bisa disimpulkan bahwa yang dimaksud degan 

pembuktian ialah sebuah metode tentang penyajian alat-alat bukti 

yang dilakukan di depan persidangan yang bertujuan untuk 

meyakinkan hakim terhadap kebenaran atas perbuatan pidana agar 

dapat dijatuhi hukuman terhadapnya.  Dalam pasal 184 Ayat 1 Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dijelaskan tentang 

alat-alat bukti yang dibutuhkan untuk dihadirkan dalam persidangan. 

Selain untuk syarat memutuskan perkara pembuktian juga berguna 

untuk menghindari kesalahan hukuman yang diberikan hakim untuk 

terdakwa. Adapun alat bukti tersebut ialah : 

                                                             

35
M. Yahya Hrahap, Pembahasan, permasalahan dan Penerapan 

KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan (Banding, Kasasi, Peninjauan 

Kembali) edisi kedua (Jakarta : Sinar Grafika,2009) h.273. 
36

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 191 Ayat 1 
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1) Keterangan saksi 

2) Keterangan ahli 

3) Surat  

4) Petunjuk  

5) Keterangan terdakwa 

Selain itu ada beberapa penjelasan yang menyangkut dalam 

pembuktian diantaranya
37

: 

1) Alat pembuktian 

Adalah alat yang dipakai untuk memudahkan hakim dalam 

mendeskripsikan kembali terkait kebenaran tindak pidana 

yang pernah terjadi. 

2) Penguraian pembuktian  

Yang dimaksud dengan penguraian pembuktian adalah 

tentang tata cara mempergunakan alat bukti tersebut. 

3) Kekuatan pembuktian 

Kekuatan pembuktian berarti pembuktian dari masing-masing 

alat bukti dengan kata lainnya adalah untuk menguji nilai 

bobot dari alat tersebut terhadap  perbuatan yang telah 

dilakukan terdakwa. 

4) Dasar pembuktian  

Dasar pembuktian berisi dari alat bukti, tentang keadaan yang 

sesungguhnya yang di jelaskan dalam kesaksian seroang 

saksi. 

5) Beban pembuktian  

Beban pembuktian yaitu hal yang terkait tentang siapa yang 

diwajibkan untuk membuktikan, biasanya beban pembuktian 

berada di tangan jaksa penuntut umum yang mana ia harus 

membuktikan kebenaran yang ia tuliskan dalam surat 

dakwaan. 

                                                             

37
Ansori Sabuan, Syarifuddin Pettanasse dan Ruben Ahmad, Hukum 

Acara Pidana( Bandung : Angkasa, 1990) h. 188 
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Dalam metode pembuktian dan pengajuan alat bukti pidana 

berlaku untuk semua bentuk serta jenis tindak pidana termasuk 

didalamnya tindak pidana zina. Namun dalam hal tindak pidana zina 

terdapat sedikit perbedaan pada tata cara pembuktian dan pengajuan 

alat bukti di hukum positif Indonesia. Pembuktian perkara zina 

seseorang dapat dibuktikan atas perbuatannya serta dijatuhi hukuman 

apabila terdapat pihak yang merasa dirugikan. Apabila tidak ada pihak 

yang dirugikan maka tindakan tersebut bukanlah termasuk kategori 

tindakan perzinahan.
38

  

6. Dampak Tindak Pidana Zina 

Sebenarnya perbuatan zina adalah perbuatan privasi bagi seorang 

individu namun ternyata dampak akibat perbuatan zina mempunyai 

dampak yang cukup luas. Sebagaimana yang dijelaskan oleh 

Muhammad Abdul Malik sebagai berikut
39

: 

a) Dampak terhadap pelaku tindak pidana zina 

Jika pelaku tindakan zina adalah seorang pria, maka 

berkemungkinan baginya untuk melakukan perbuatan jahat dan 

tercela lainnya, dikarenakan ia tidak menyadari perbuatannya dan 

berakibat ia akan terus menerus melakukan perbuatan tersebut 

dengan wanita lain. Dan jika pelaku nya adalah seorang wanita 

maka akan mudah baginya untuk menerima ajakan dari laki-laki 

lain untuk berbuat zina. 

b) Merusak ikatan pernikahan bagi tiap-tiap pasangan yang sudah 

menikah, selain berpotensi perceraian hal ini juga tentu akan 

mengganggu keadaan emosional anak. 

c) Merusak nama baik keluarga dan menyudutkan kedua orang tuanya 

yang dianggap gagal dalam mendidik anaknya.  

d) Merubah kultur budaya dengan murusak moral bangsa dan 

menjadikan pacaran gaya barat sebagi sebuah tradisi yang 

kemudian menyebabkan pernikahan dini, meningkatkan aborsi. 
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Muhammad Abdul Malik, Perilaku Zina : Pandangan Hukum 

Islam Dan KUHP (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2016) h.32 
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Sehingga menyacatkan moral dan merusak akidah serta akhlak 

bangsa. 

e) Rusaknya keturunan yaitu nasab seorang anak menjadi tidak jelas 

siapa ayah dari anak tersebut yang berakibat tidak ada yang 

bertanggung jawab untuk mendidik dan membesarkan anak 

tersebut. 

f) Rusaknya akal sehat seseorang akibat dikendalikan oleh hawa nafsu 

saja. 

g) Menjadikan perbuatan zina sebagai mata pencarian para Pekerja 

Seks Komersial dan berakibat rusaknya akidah dalam pemeliharaan 

harta benda. 

 

B. Pekerja Seks Komersial dalam Hukum Islam  

1. Pengertian Pekerja Seks Komersial dalam Hukum Islam  

Dalam hukum Islam Pekerja Seks Komersial (PSK) termasuk 

dalam perbuatan zina, hal ini jauh berbeda dengan pandangan 

hukum positif kita, dikarenakan dalam hukum Islam setiap hubungan 

seksual yang dilakukan tanpa adanya ikatan pernikahan maka hal 

tersebut haram dan juga perbuatan yang di laknat oleh Allah SWT. 

Jika berbicara tentang PSK maka sudah tentu berkaitan erat dengan 

prostitusi yang termasuk kategori didalamnya dan perbuatan ini 

harus diberi sanksi sekalipun tujua perbuatan tersebut adalah untuk 

tujuan komersil ataupun tidak dan dilakukan olej seseorang yang 

sudah maupun yang belum menikah perbuatan tersebut tetap saja 

tercela dan diharam untuk dilakukan.  

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

menjabarkan bahwa perbuatan zina di bagi menjadi dua bagian 

yaitu
40

 : 

1) Perbuatan persetubuhan antara pria dan wanita yang tidak 

memiliki ikatan penikahan. 

2) Perbuatan persetubuhan antara pria yang terikat 

perkawinan dengan wanita yang bukan istrinya, dan 
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wanita yang melakukan persetubuhan dengan pria yang 

bukan suaminya. 

Sementara di dalam hukum Islam, Zina adalah hubungan antara 

pria wanita yang tidak terikat oleh perkawinan dan dilakukan dalam 

keadaan sadar dan dengan sengaja dilakukan. Sedangkan secara 

harfiyah zina berarti fahisyah yaitu perbuatan keji, para fuqoha (ahli 

hukum Islam) mengartikan zina yaitu melakukan hubungan badan 

dalam arti memasukan zakar kemaluan pria) kedalam vagina wanita 

yang dinyatakan haram bukan karena syubhat dan berdasarkan 

syahwat.
41

 Pada masing-masing mazhab terdapat definisi tersenderi 

mengenai zina seperti berikut ini: 

1) Mazhab malikiyah 

Zina merupakan persetubuhan yang dilakukan oleh mukallaf 

kepada wanita yang bukan miliknya yang tidak ada 

kesepakatan yang dibuat secara sengaja. 

2) Mazhab Hanafiyah 

Zina merupakan istilah lain dari persetubuhan yang haram 

yang di lakukan dalam kemaluan seorang wanita yang masih 

hidup dan dalam keadaan tanpa paksaan yang dilakukan di 

dalam negeri yang adil oleh karena itu maka kemudian 

berlaku kepadanya hukum Islam, dan wanita tersebut 

bukanlah miliknya dan tidak ada syubhat dalam miliknya. 

3) Mazhab Syafikiyah 

Zina ialah mememasukan zakar ke farji yang diharamkan 

karena tanpa adanya syubhat dan mengakibatkan 

menimbulkan syahwat. 

4) Mazhab Hanabilah 

Zina ialah perbuatan keji, baik dilakukan terhadap qubul 

maupun dubur. 

                                                             

41
Zainudin Ali, Hukum Pidana Islam  (Jakarta: Sinar Grafika, cet ke 

1, 2007) h.37 



29 

Pada umumnya pendapat-pendapat tersebut mendifinisikan 

zina adalah hubungan kelamin antara pria dan wanita diluar ikatan 

pernikahan dan zina dapat dikenakan hukuman had. Ukuran perbuatan 

zina sendiri adalah apabila kelamin pria dimasukan ke dalam kedalam 

kelamin wanita baik dimasukkan nya sedikit maupun sepenuhnya baik 

dikeluarkan sperma maupun tidak dan atau tidaknya yang 

menghalangi perasaan dan kenikmatan bersetebuh.
42

 Sedangkan aspek 

agama khususnya Islam telah jelas mengharamkan tindakan prostitusi 

yang pada dasarnya kegiatan tersebut adalah tindakan untuk 

melakuakan hubungan seksual di luar ikatan pernikahan yang sah, 

tindakan tersebut juga dapat disebut dengan perbuatan zina.  

2. Dasar Hukum Larangan Perbuatan Zina  

Dalam Al-Quran larangan perbuatan zina sudah tertulis 

dengan jelas diantara lain dalam surat al-Isrā’ [17] ayat 32 yang 

berbunyi: 

َُ فبَحِشَخً وَعَبءَ عَجُِلً  ّبَ إَِّّهُ مَب  وَلََ رقَْشَثىُا اىضِّ

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu 

adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk” (Q.S. al-

Isrā’ [17]: 32) 

QS al-Furqān [25] ayat 68 yang berbunyi : 

 ًَ َُ ٱىَّْفۡظَ ٱىَّزٍِ حَشَّ هبً ءَاخَشَ وَلََ َقَۡزيُىُ ِ إىََِٰ عَ ٱللََّّ ٍَ  َُ َِ لََ َذَۡعُى وَٱىَّزَِ

ب  ٍٗ ىلَِ َيَۡقَ أثَبَ ِ َفَۡعَوۡ رََٰ ٍَ ََُۚ وَ ُ إلََِّ ثٱِىۡحَقِّ وَلََ َضَّۡىُ  ٱللََّّ

“Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain 

beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan 

Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, 

dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang 
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demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa(nya)” 

(Q.S. al-Furqān [25]: 68) 

QS an-Nisā’ [4] ayat 25 yang berbunyi : 

ب و ٍَّ  ِ َِ ذِ فَ ََْٰ ٍِ ؤۡ َُ ذِ ٱىۡ حۡصَََْٰ َُ ٌۡ غىَۡلًَ أَُ ََْنِحَ ٱىۡ ْنُ ٍِ ٌۡ َغَۡزطَِعۡ  ِ ىَّ ٍَ ََ

 ِۢ ٍِّ ٌَۚ ثعَۡعُنٌُ  ِْنُ َََٰ ٌُ ثئَِِ ُ أعَۡيَ ذَِۚ وَٱللََّّ
ََْٰ ٍِ ؤۡ َُ ٌُ ٱىۡ زِنُ ِ فزََََُٰ ٍِّ ْنٌُُ  َََٰ َۡ ينََذۡ أَ ٍَ

 َِّ َِّ وَءَارىُهُ ُِ أهَۡيِهِ َِّ ثئِرِۡ عۡشُوفِ ثعَۡط َۚ فٱَّنِحُىهُ ََ َِّ ثٱِىۡ أجُُىسَهُ

 َِ ُۡ ُۡ أرََ ِ َِّ فئَ ُ َۚ فئَرَِآ أحُۡصِ دِ أخَۡذَا
زَّخِزََٰ ٍُ ذ  وَلََ  فحََِٰ غََٰ ٍُ شَ  ُۡ ذٍ غَ حۡصَََْٰ ٍُ

 ِۡ ََ ىلَِ ىِ
َِ ٱىۡعَزَاةَِۚ رََٰ ٍِ ذِ  حۡصَََْٰ َُ ب عَيًَ ٱىۡ ٍَ َِّ ّصِۡفُ  هِ ُۡ حِشَخ  فعََيَ

ثفََِٰ

ٌَۡۚ وَأَُ رصَۡجشُِو ْنُ ٍِ ٍَ ٱىۡعَْذََ  ٌٞ خَشِ حُِ ُ غَفىُسٞ سَّ ۗۡ وَٱللََّّ ٌۡ شٞ ىَّنُ ُۡ  اْ خَ

“Dan barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang 

tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita 

merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang 

beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah 

mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari 

sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan 

seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut 

yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang 

memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang 

mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila 

mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka 

melakukan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka 

separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang 

bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi 

orang-orang\ yang takut kepada kemasyakatan menjaga diri 

(dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih 

baik bagimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang” (Q.S. An-Nisā’ [4]: 25)  

QS An-Nūr [18] Ayat 33 yang berbunyi : 

 َِ ِ فعَۡيهِِۡۦۗ وَٱىَّزَِ ٍِ  ُ ٌُ ٱللََّّ ًَٰ َغُُِْۡهَُ َُ ِّنَبحًب حَزَّ َِ لََ َجَِذُو وَىُۡغَۡزعَۡففِِ ٱىَّزَِ

شٗاۖ  ُۡ ٌۡ خَ ٌۡ فُِهِ زُ َۡ ُۡ عَيِ ٌۡ إِ ٌۡ فنََبرجِىُهُ ْنُُ َََٰ َۡ ينََذۡ أَ ٍَ ب  ََّ ٍِ تَ 
َُ ٱىۡنِزََٰ َجَۡزغَُى
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 ِ بهِ ٱللََّّ ٍَّ  ِ ٍِّ ُۡ وَءَارىُهٌُ  ٌۡ عَيًَ ٱىۡجِغَبءِٓ إِ زِنُ ٌَۡۚ وَلََ رنُۡشِهىُاْ فزََََُٰ نُ ٌٓ ءَاركََٰ  ٱىَّزِ

 ِۢ ٍِ  َ َُّ ٱللََّّ ِ َِّ فئَ ِ َنُۡشِههُّ ٍَ  وَ
ُبََۚ ّۡ حِ ٱىذُّ ب ىِّزجَۡزغَُىاْ عَشَضَ ٱىۡحَُىََٰ ْٗ َُ رحََصُّ أسََدۡ

 ٌٞ حُِ َِّ غَفىُسٞ سَّ هِهِ  ثعَۡذِ إِمۡشََٰ

 “Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah 

menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan 

mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu 

miliki yang memginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat 

perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada 

kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka 

sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya 

kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak 

wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri 

mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari 

keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa 

mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun 

lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka 

dipaksa itu.” (Q.S. An-Nūr [18]: 33) 

 Tujuan Allah SWT menetapkan hukum dan memberikan 

sanksi kepada manusia di muka bumi adalah tidak lain untuk 

memberikan kemashlahatan bagi umat manusia yang ada di bumi ini 

serta menjaga manusia-manusia dari hal-hal yang bersifat mafsadat 

hukuman bagi penzinah dalam hukum positif dan hukum Islam 

memiliki perbedaan. Di hukum Islam semua tindakan hubungan 

seksual tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah merupakan tindak 

pidana meskipun hal tersebut dilandaskan atas keinginan suka sama 

suka. Prostitusi Indonesia dianggap sebagai kejahatan kesusilaan atau 

moral. Dalam praktiknya prostitusi tersebar luas dan diatur, pelacuran 

merupakan aktifitas prostitusi yang paling nampak jelas yang berada 

dilingkungan masyarakat kita. 

Pekerjaan sebagai Pekerja Seks Komersial tentu memiliki beberapa 

konskuensi karena pekerjaan tersebut memanfaatkan uang hasil dari 

perzinahan, seperti yang banyak dijelaskan dalam hadist muslim 

sebagi berikut :  
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Dari Abu Mas'ud Al-Anshari berkata, sesungguhnya Rassullah 

melarang memanfaatkan upah harga anjing, upah pelacur, dan tukang 

tenung. (HR.Muslim)
43

.   

Berdasarkan hadist ini para ulama fiqh sepakat bahwa uang yang 

dihasilkan dari menjual diri ,haram hukumnya untuk dimanfaatkan 

oleh si wanita penghibur dan tidak boleh juga dikembalikan kepada 

lelaki penikmat jasa wanita penghibur tersebut.  

3. Ancaman Hukuman Perbuatan Zina  

Hukum Islam sendiri memliki ancaman hukuman yang berbeda 

terhadap pelaku zina, yang pertama ialah zina mughsan, pelaku zina 

mughsan adalah seseorang yang berstatus suami atau istri duda 

maupun janda yang masih atau sudah pernah memiliki ikatan 

pernikahan yang sah ancaman hukuman zina mughsan adalah 

hukuman rajam yaitu dengan cara pelaku dilempari batu sampai 

meninggal. Yang kedua zina ghairu mughsan pelaku dari zina ini 

adalah seseorang yang masih perjaka dan masih gadis yang belum 

memiliki ikatan pernikahan yang sah baik secara agama atau hukum 

menurut hukum Islam ancaman hukuman yang diberikan kepada 

pelaku zina dikategori ini adalah dengan cara dicambuk seratus kali. 

Meskipun demikian Ibnu Rusyd ternyata ada juga ulama yang 

menolak hukuman rajam, dikarenakan mereka beranggapan bahwa 

apapun zina yang dilakukan maka hukumannya adalah hukuman 

cambuk
44

 . Sanksi rajam sendiri tidak secara eksplisit diatur di Al-

Quran melainkan melalui tindakan dan ucapan Rasulullah
45 

Menurut Al-Shabuni kelompok khawarij berkeyakinanan bahwa 

hukum rajam merupakan bukan syariat Islam, mereka mempunyai tiga 

alasan yang sangat lemah yang lemahnya melebihi sarang laba-laba
46

 

1) Mereka beranggapan bawa hukuman ini sangat sadis, selain 

itu apabila syariat Islam tentu akan ditemukan d alam Al-

                                                             

43
A.Hassan, Bulughul-Maram, (Bandung CV.Diponegoro,2006) 

h.342.  
44

Ibnu Rusyd, Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtasid, 

(Semarang:Toha putera) jilid II,h.325  
45

Muhammad Ali Al-shabuni,Rawa’I Al –Bayan Fi Tafsir Ayat Al-

Afkam Min Al-Quran Beirut:Dar Al-fikr ,jilid II, h.21 
46

Ibid. h 22 



33 

Quran, namnu kita semua tahu bahwa tidak satupun ada ayat 

yang menyebutkan tentang hukuman tersebut. 

2) Perbuatan zina yang dilakukan oleh hamba sahaya merupakan 

setengah dari hukuman orang merdeka, jika yang dibagi dua 

ini berkenaan maka tidak masalah hukuman cambuk seratus 

kali. 

3) Hukuman zina bersifat umum, maka apabila ada 

pengkhususan hukuman untuk pelaku zina mughsan dianggap 

menyalahi aturan yang di Al-Quran. 

Namun ketiga argumentasi dari kaum khawarij dibantah oleh 

kalangan Ahlusunnah mereka berpendapat sebagai berikut : 

1) Menurut Ahlusunnah tidak dicantumkan nya di dalam Al-

Quran bukan berarti menyalahi aturan, karena terdapat hadist-

hadist yang telah menjelaskan hal tersebut. Kita diwajibkan 

untuk percaya segala ktifitas Rasulallah berdasarkan wahyu 

sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT 

QS an-Najm [53] ayat 3 

 ًَٰ ٍٞ َىُحَ ُۡ هىَُ إلََِّ وَحۡ ٓ   إِ ِِ ٱىۡهىََيَٰ ب ََْطِقُ عَ ٍَ  وَ

 Artinya: Dan tiadalah yang diucapkan itu (Al-Quran) 

menurut kemauan hawa nafsunya ucapannya tiada lain 

hanyalah wahyu yang (diwahyukan) kepadanya. (Q.S. an-

Najm [53]: 3) 

QS an-Naḥl [16] ayat 44 

ٌۡ ة ٌۡ وَىعََيَّهُ هِ ُۡ هَ إِىَ ب ّضُِّ ٍَ َِ ىِيَّْبطِ  مۡشَ ىزِجَُُِّ لَ ٱىزِّ ُۡ ثشُِۗۡ وَأَّضَىْۡبَٓ إىَِ ذِ وَٱىضُّ ََٰ ٱىۡجَُِّْ َِ

 َُ شُو  َزَفَنََّ
Artinya: keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. 

Dan Kami turunkan kepadamu Al Quran, agar kamu 

menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan 

kepada mereka dan supaya mereka memikirkan. (Q.S. an-

Naḥl [16]: 44)  
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QS an-Nisā’ [4] ayat 25 

 

ب  ٍَّ  ِ َِ ذِ فَ ََْٰ ٍِ ؤۡ َُ ذِ ٱىۡ حۡصَََْٰ َُ ٌۡ غىَۡلًَ أَُ ََْنِحَ ٱىۡ ْنُ ٍِ ٌۡ َغَۡزطَِعۡ  ِ ىَّ ٍَ وَ

 ِۢ ٍِّ ٌَۚ ثعَۡعُنٌُ  ِْنُ َََٰ ٌُ ثئَِِ ُ أعَۡيَ ذَِۚ وَٱللََّّ
ََْٰ ٍِ ؤۡ َُ ٌُ ٱىۡ زِنُ ِ فزََََُٰ ٍِّ ْنٌُُ  َََٰ َۡ ينََذۡ أَ ٍَ

 َِّ َِّ وَءَارىُهُ ُِ أهَۡيِهِ َِّ ثئِرِۡ عۡشُوفِ  ثعَۡط َۚ فٱَّنِحُىهُ ََ َِّ ثٱِىۡ أجُُىسَهُ

 َِ ُۡ ُۡ أرََ ِ َِّ فئَ ُ َۚ فئَرَِآ أحُۡصِ دِ أخَۡذَا
زَّخِزََٰ ٍُ ذ  وَلََ  فحََِٰ غََٰ ٍُ شَ  ُۡ ذٍ غَ حۡصَََْٰ ٍُ

 ِۡ ََ ىلَِ ىِ
َِ ٱىۡعَزَاةَِۚ رََٰ ٍِ ذِ  حۡصَََْٰ َُ ب عَيًَ ٱىۡ ٍَ َِّ ّصِۡفُ  هِ ُۡ حِشَخ  فعََيَ

ثفََِٰ

ٌَۡۚ وَأَُ رصَۡجشُِ  ْنُ ٍِ ٍَ ٱىۡعَْذََ  ٌٞ خَشِ حُِ ُ غَفىُسٞ سَّ ۗۡ وَٱللََّّ ٌۡ شٞ ىَّنُ ُۡ  واْ خَ
Artinya: Dan barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) 

yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini 

wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita 

yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah 

mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari 

sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan 

seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut 

yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang 

memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita 

yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan 

apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, 

kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), 

maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-

wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini 

budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada 

kemasyakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di 

antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. Dan 

Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. an- 

Nisā’ [4]: 25) 

 

Ayat tersebut bukan merupakan alasan tidak berlaku 

nya hukuman rajam, sebab yang dimaksud kata diatas adalah 

mengenai cambuk yang dapat diketahui jumlah setengahnya 

sebagai hukuman bagi hamba shaya yang berzina.  
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2) Kaum Khawarij berpendapat bahwa pengkhususan hukuman 

rajam yang di nilai dari ayat-ayat yang bertentangan dengan 

Al-Quran merupakan kebodohan yang luar biasa. 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa 

hukuman rajam bagi penzina mughsan tetap berlaku hukum 

rajam, walaupun tidak disebutkan dalam Al-Quran namun 

tetap berlaku karena berdasarkan Hadist dan juga Ijma para 

sahabat dan consensus ulama fiqh dari berbagai mazhab 

manapun. 

Di dalam Al-Quran, tindakan zina dan penzinaan 

yang saling berkaitan sudah diatur dan mempunyai ketatapan 

hukuman had,gambaran tentang tindak perzinahan dalam 

hukum Islam berbeda jauh dengan hukum barat. Dalam 

penentuan hukuman, hukum pidana Islam membedakan 

pelaku perzinahan berdasarkan keadaan pelakunya, apabila ia 

sudah menikah dan belum menikah, jika ia sudah menikah 

maka disebut dengan zina muhsan dan jika belum menikah 

maka ia disebut dengan zina ghairu muhsan. Adapun 

hukuman-hukuman tersebut sebagai berikut: 

1) Hukuman zina yang dilakukan oleh seorang yang sudah 

menikah (zina muhsan)  

Hukumannya ialah diberikan hukuman rajam, yang 

dimaksud dengan hukuman rajam ialah hukuman yang 

dilakukan dengan cara melempari pelakunya dengan batu 

sampai pelakunya meninggal dunia. 

2) Hukuman zina bagi orang yang belum menikah (ghairu 

muhsan) Hukumannya ialah di dera seratus kali hal ini di 

dasarkan pada surat An-Nūr [18] ayat 2 yang berbunyi : 

ۖ وَلََ رأَۡخُزۡمٌُ  بئْخََ جَيۡذَح  ٍِ ب  ََ هُ ْۡ ٍِّ حِذ   اٍِّ فٱَجۡيِذُواْ مُوَّ وََٰ اُِّخَُ وَٱىضَّ ٱىضَّ

ًِ ٱلۡۡٓخِشِۖ وَىُۡشَۡ  ِ وَٱىُۡىَۡ َُ ثٱِللََّّ ْىُ ٍِ ٌۡ رؤُۡ ِ إُِ مُْزُ ِِ ٱللََّّ ب سَأۡفخَٞ فٍِ دَِ ََ هَذۡ ثِهِ

 َِ ُِْ ٍِ ؤۡ َُ َِ ٱىۡ ٍِّ ب غبَئٓفِخَٞ  ََ  عَزَاثهَُ

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka 

deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, 

dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah 

kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman 
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kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) 

hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang 

yang beriman” (Q.S. An-Nūr [18]: 2) 

 

Hukuman ini merupakan hukuman had, hukuman had 

berarti ketentuannya telah diatur oleh syara', oleh sebab itu 

seorang hakim yang mengadili tidak dapat mengurangi, 

menambah dan menunda pelaksanaannya apalagi sampai 

menggati hukuman tersebut dengan hukuman lainnya. Selain 

hukuman di dera seratus kali bagi seorang pezinah juga 

memungkinkan untuk mendapat hukuman pengasingan, 

hukuman pengasingan dilakukan selama satu tahun. Dalam 

penerapannya hukum pengasingan selama satu tahun terdapat 

perbedaan pendapat, dikalangan ulama Fiqh Imam Malik 

berpendapat bahwa yang diasingkan selama satu tahun 

hanyalah pihak laki-laki dengan cara ditempatkan dipenjara 

selama pengasingan menurut Imam Malik, jika wanita yang 

diasingkan maka dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah di 

daerah tersebut. Sedangkan menurut ulama 

Hanafiyahhukuman pengasingan tidaklah wajib dilaksanakan, 

hukuman pengasingan jika dilakukan maka penerapannnya 

bukan berdasarkan hukuman had, tetapi berdasarkan ta'zir dari 

hakim. Maka dari itu, hukuman pengasingan bisa 

dilaksanakan asalkan sesuai dengan kebijakan hakim. 

4. Pembuktian Perbuatan Zina Dalam Hukum Islam  

  Dilihat dari ancaman hukuman bagi perbuatan zina 

tidaklah main-main maka untuk menyatakan seorang berbuat 

zina tentu tidaklah bisa sembarangan pula, di dalam hukum 

pidana Islam sudah diatur pula tata cara untuk membuktikan 

perbuatan zina, berikut tata cara untuk melakukan pembuktian 

terhadap tuduhan perbuatan zina kepada seseorang, sebelum 

membahas tentang tata cara pembuktian penulis akan terlebih 

dulu menjelaskan apa yang dimaksudkan pembuktian, secara 

terminologi dalam bahasa Arab pembuktian berasal dari kata 
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al-bayyinah yang berarti sesuatu yang menjelaskan.
47

 

Sedangkan menurut etimologi, pembuktian berarti keterangan 

yaitu suatu hal yang dapat menjelaskan kebenaran.  

Menurut TM Hasbi Ash Shiddieqy pembuktian ialah 

suatu hal yang menyatakan keterangan yang sebenar-benarnya 

sehingga dapat menyakinkan.
48

  Sedangkan dalam arti yuridis, 

pembuktian ialah memberikan dasar-dasar yang meyakinkan 

kepada hakim yang memeriksa perkara yang bertujuan untuk 

memberikan kepastian tentang kebenaran berdasarkan 

peristiwa yang diajukan. Keharusan dalam mengungkapkan 

kebenaran dan memberikan pembuktian yang valid terdapat di 

firman Allah SWT dalam QS al-Mā’idah [5] ayat 106 yang 

berbunyi: 

ىۡدُ  ََ ٌُ ٱىۡ ٌۡ إِرَا حَعَشَ أحََذَمُ ِْنُ ُۡ ذَحُ ثَ ْىُاْ شَهََٰ ٍَ َِ ءَا أََُّٓهبَ ٱىَّزَِ َََٰ َِ حُِ

 ٌۡ ُۡ أَّزُ ٌۡ إِ شِمُ ُۡ ِۡ غَ ٍِ  ُِ ٌۡ أوَۡ ءَاخَشَا ْنُ ٍِّ ُِ رَوَا عَذۡه   ٱىۡىَصَُِّخِ ٱثْۡبَ

ِۢ ثعَۡذِ  ٍِ ب  ََ ىۡدَِۚ رحَۡجغُِىّهَُ ََ صُِجخَُ ٱىۡ ٍُّ جزَۡنٌُ  ٌۡ فٍِ ٱلۡۡسَۡضِ فأَصَََٰ ظَشَثۡزُ

ٌۡ لََ ّشَۡزشٌَِ ثهِِ  ُِ ٱسۡرجَۡزُ ِ إِ ُِ ثٱِللََّّ ب ََ حِ فَُقُۡغِ يىََٰ َُ رَا ٱىصَّ ب وَىىَۡ مَب ْٗ ََ ۦ ثَ

 َِ ُ َِ َِ ٱلۡۡٓثِ َِ ِ إَِّّبٓ إِرٗا ىَّ ذَحَ ٱللََّّ ٌُ شَهََٰ ًَٰ وَلََ ّنَۡزُ  قشُۡثَ
“Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu 

menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka 

hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di 

antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan 

kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu 

ditimpa bahaya kematian. Kamu tahan kedua saksi itu 

sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka 

keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-

ragu: "(Demi Allah) kami tidak akan membeli dengan sumpah 

ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), 

walaupun dia karib kerabat, dan tidak (pula) kami 

menyembunyikan persaksian Allah; sesungguhnya kami kalau 

                                                             

47
Sulaikan Lubis, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di 

Indonesia (Jakarta;Kencana Media Group,2005) h.135 
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demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa.” 

(Q.S. al-Mā’idah [5]: 106) 

 

Ayat ini bermakna bahwa apabila seseorang sedang berpekara 

atau berada di dalam permasalahan, maka pihak-pihak yang 

menuduh harus mampu memberikan bukti dan mengajukan saksi-

saksi yang di pandang adil. Berikut tentang tata cara pembuktian 

yang diatur dalam hukum Islam : 

1) Kesaksian  

Bukti yang kuat untuk membuktikan seorang yang dituduh 

melakukan perbuatan zina adalah dengan adanya saksi. Saksi yang 

butuhkan ialah sebanyak empat orang jika saksi tersebut ada empat 

orang maka kesaksian nya dapat diterima. Selain itu para saksi juga 

harus memenuhi beberapa kriteria seperti yang sudah di firmankan 

Allah SWT dalam QS An-Nisā’ [4] ayat 15 dan QS An-Nūr [18] 

ayat 4 yang berbunyi : 

 
ۖ فئَُِ وَٱىََّٰ ٌۡ ْنُ ٍِّ َِّ أسَۡثعََخٗ  هِ ُۡ ٌۡ فٱَعۡزشَۡهِذُواْ عَيَ ِ ِّّغَبئِٓنُ ٍِ حِشَخَ 

َِ ٱىۡفََٰ زٍِ َأَۡرُِ

 َِّ ُ ىهَُ ىۡدُ أوَۡ َجَۡعَوَ ٱللََّّ ََ َِّ ٱىۡ هُ ًَٰ َزَىََفَّكَٰ َِّ فٍِ ٱىۡجُُىُدِ حَزَّ غِنُىهُ ٍۡ َ شَهِذُواْ فأَ

 عَجُِلٗ 

“Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan 

keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang 

menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi 

persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) 

dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai 

Allah memberi jalan lain kepadanya.” (Q.S. an-Nisā’ [4]: 15) 

 

 ٌۡ ٌۡ َأَۡرىُاْ ثأِسَۡثعََخِ شُهذََآءَ فٱَجۡيِذُوهُ ٌَّ ىَ ذِ ثُ حۡصَََْٰ َُ َُ ٱىۡ ى ٍُ َِ َشَۡ وَٱىَّزَِ

  َُ غِقىُ ٌُ ٱىۡفََٰ ئلَِ هُ
ٓ ذَحً أثَذَٗاَۚ وَأوُْىََٰ ٌۡ شَهََٰ َِ جَيۡذَحٗ وَلََ رقَۡجيَىُاْ ىهَُ ُِْ َََٰ  ثَ

“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-

baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat 

orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) 

delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima 

kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah 

orang-orang yang fasik.” (Q.S. An-Nūr [18]: 4) 
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Syarat-syarat kesaksian yang telah ditetapkan antara lain sebagai 

berikut : 

a) Terdiri dari empat orang laki-laki dan tidak menerima kesaksian 

perempuan apabila masih ada saksi laki-laki, apabila empat orang 

saksi itu sebagiannya perempuan maka tidak cukup empat orang 

disebabkan dua kesaksian perempuan sama dengan satu saksi laki-

laki. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS Al-

Baqarah [2] ayat 282 yang berbunyi : 

هذََآءِ أَُ  َِ ٱىشُّ ٍِ  َُ ََِّ رشَۡظَىۡ ٍِ  ُِ شَأرَبَ ٍۡ ِِ فشََجُوٞ وَٱ ُۡ ٌۡ َنَُىّبَ سَجُيَ فئَُِ ىَّ

ب ٱلۡۡخُۡشَيََٰۚ  ََ هُ شَ إحِۡذَكَٰ ب فزَزَُمِّ ََ هُ  رعَِوَّ إحِۡذَكَٰ
“…Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan 

dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya 

jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya…” (Q.S. 

Al-Baqarah [2]: 282) 

 

b) Sudah baligh apabila saksi tersebut sudah berusia di atas 15 

tahun dan sudah mengalami mimpi basah. 

c) Berakal ialah orang yang dapat membedakan mana yang 

benar dan mana yang salah serta mana yang di halalkan dan 

mana yang diharamkan 

d) Saksi harus berdasarkan fakta yang ia lihat dengan mata 

kepala sendiri dan tidak dapat diterima apabila kesaksiannya 

berdasarkan cerita orang lain. 

Kesaksian tersebut tidak memiliki masa kadaluarsa terkecuali 

terdapat udzur atau alasan yang dapat dibenarkan, missal 

seperti saksi yang sedikit, atau dikarenakan jarak antara tempat 

tinggal saksi dan tempat dilaksanakannya persidangan jaraknya 

sangat jauh maka perkasian tetap diterima. 

Namun ada pula beberapa hal yang dapat menyebabkan kesaksian 

seseorang ditolak karena alasan-alasan berikut : 

a) Orang yang bermusuhan pada orang yang sedang berpekara 

b) Mahram yang berpekara 

c) Orang yang memiliki kepentingan pada perkara tersebut 

d) Orang yang mengalami ganguan jiwa 

e) Orang yang fasik, yaitu orang yang gemar menyembunyikan 

kebenaran dan menampakan kesalahan orang lain 
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f) Orang yang memiliki kelemahan akal atau yang biasa disebut 

orang yang safih 

2) Pengakuan (Iqrar) 

Untuk membuktikan tuduhan atas perbuatan zina mka dibutuhkan 

pula pengakuan, pengakuan-pengakuan itupun harus memiliki 

syarat antara lain : 

a)  Pengakuan harus dikatakan sebanyak empat kali pengakuan 

b) Pengakuan harus diakatakan secara detail terkait asal mula 

terjadinya perzinahan tersebut. 

c) Pengakuan hanya diberlakukan bagi orang yang 

melakukannya, jika seseorang pria mengaku dirinya telah 

berzina maka ia dikenai hukunan berdasarkan pengakuan. 

Sementara itu pihak wanita yang disebut oleh pria menjadi 

pasangan zinanya, apabila ia tidak mengakui perbuatannya ia 

tidak dikenakan hukuman. Sebaliknya juga tidaklah 

disyaratkan untuk mengahdirkan pasangan zina dari orang 

yang membuat pengakuan tersebut. 

3) Qarinah 

 Qarinah secara terminologi berasal dari kata muqaranah, yang 

berarti pengertian atau petunjuk, secara etimologi qarinah ialah 

tanda-tanda yang dihasilkan berdasarkan kesimpulan hakim dalam 

menangai suatu perkara melalui proses ijtihad. Muhammad Salam 

Mudzkur mengatkan bahwa qarinah dibedakan menjadi dua 

kelompok yaitu : 

a) Qarinah qanuriyyah  

Qarinah qanuriyyah yang berarti qarinah yang telah diatur oleh 

syara' mulai dari peristiwa yang terkenal sampai kepada 

peristiwa yang tidak terkenal. 

b) Qarinah qadhaiyyah 

Qarinah qadhaiyyah yaitu kesimpulan yang dibuat oleh hakim 

berdasarkan dari kesimpulan peristiwa yang terkenal sampai 

peristiwa yang tidak terkenal 

 Sedangkan menurut ahli fiqh qarinah dibagi menajdi dua 

bentuk yang berbeda nama namun memiliki makna yang sama 

dengan yang sebelumnya yaitu : 
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a) Qarinah urfiyah 

Qarinah urfiyah berarti kesimpulan yang ditarik oleh hakim 

berdasarkan peristiwa terkenal untuk peristiwa yang tidak 

terkenal. 

b) Qarinah syariyyah 

Qarinah syariyyah berarti segala sesuatunya telah ditetapkan 

oleh hukum syara' berdasarkan dari peristiwa yang terkenal 

untuk peristiwa yang tidak terkenal.  

  Qarinah juga mempunyai syarat sah untuk dapat diterima 

untuk menjadi bukti, karena tidak semua qarinah dapat dijadikan alat 

bukti, menurut Raihan A.Rasyid qarinah bisa dijadikan alat bukti 

ketika ia memiliki kejelasan yang meyakinkan dan tidak dapat 

terbantahkan bagi mereka yang berakal fikiran sehat. Dan kriteria 

lainnya adalah apabila hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum 

syara' qarinah yang demikian disebut juga dengan qarinah 

wadhaliyahdan bisa dijadikan dasar untuk memutuskan suatu perkara 

walaupun tidak di dukung qarinah lainnya.
49

 

Sementara itu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

tidak mengenal istilah zina mughsan maupun zina ghairu mughsan,  

pasal 284 KUHP menyebutkan bahwa zina adalah zina yang 

pelakunya terikad akad nikah, misalnya kasus perselingkuhan yang 

terjadi didalam rumah  tangga hal ini termasuk delik aduan
50

. Selain 

tidak menganal zina mughsan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

juga tidak mengenal zina ghairu mughsan yang di dalamnya 

mengandung pengertian para suami atau istri yang tetap merasa aman 

dan tidak ada masalah dengan delik perzinahan maka para pelaku 

tersebut tidak dapat dituntut karena tidak ada pihak yang merasa 

dirugikan satu dan lain.  

Dalam hal ini Muhammad Abduh mengatakan bahwa jika 

seorang suami melakukan hubungan seksual dengan wanita lain, tetapi 

istrinya tidak merasa dirugikan maka hukuman dalam KUHP tidak 

dapat dibelakukan, begitu pula dengan sang istri apabila suami tidak 
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keberatan atas tindak perizinahan yang dilakukan istrinya maka 

KUHP juga tidak berlaku untuk sang istri.
51

 

C. Tinjauan Pustaka 

Masalah mengenai Pekerja Seks Komersial bukanlah hal yang 

baru, penelitian ini sudah banyak sebelumnya dilakukan, namun 

karena masih banyak hal-hal yang menarik untuk dibahas maka 

penulis tertarik ingin membahas nya kembali khususnya tentang 

Pekerja Seks Komersial yang masih banyak terdapat di Kota Bandar 

Lampung. Padahal Pemkot Bandar Lampung telah mengeluarkan 

Perda Nomor 01 Tahun 2018 Pasal 60 Tentang Larangan Pekerja Seks 

Komersial. Karya sebelumnya yang membahas tentang Pekerja Seks 

Komersial adalah sebagai berikut : 

Karya yang pertama ialah skripsi dari Bagus Permadi yang 

berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Lokalisasi 

Pekerja Seks Komersial Pada Lingkungan (Studi di Pantai Harapan 

Kecamatan Panjang)". Skripsi ini membahas bagaimana upaya hukum 

Islam terhadap Lokalisasi yang membawa dampak positif dan 

negative bagi masyarakat yang bertempat tinggal di sekitaran tempat 

lokalisasi
52

 

Skripsi selanjutnya ialah karya Moh. Decky Aprilianto yang 

berjudul " Perspektif Hukum Islam Tentang Suami Yang 

Mempekerjakan Istri Sebagai Pekerja Seks Koomersial (Studi Kasus 

Pada Pantai Harapan Kelurahan Panjang Kota Bandar Lampung)". 

Skrispi ini membahasa tentang bagaimana presfekti hukum Islam 

terhadap suami yang mempekerjakan istri nya sebgai pekerja seks 

komersial, dan bagaimana praktek hal tersebut.
53
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Dari keterangan diatas dapat disimpulkan yang menyusun dan 

mengkaji penelitian memiliki spesifikasi sendri untuk meneliti dan 

menjawab karya ilmiahnya. Karya ini bisa dijadikan sebagai 

pelengkap dari penelitian-penelitian sebelumnya. Perbedaan antara 

karya ini dengan karya yang sudah ada adalah ingin melihat seberapa 

besar upaya pemerintah kota Bandar Lampung untuk mentiadakan 

tempat dan melarang Pekerja Seks Komersial yang berada di Bandar 

Lampung berdasarkan peraturan daerah yang telah dibuat. 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                            

Pada Pantai Harapan Kelurahan Panjang Kota Bandar Lampung"(Skripsi 

Fakultas Syaria'h UIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2018)  
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